
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 746 TAHUN 2022 

TENTANG 

PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RETENSI 

SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, dalam prosedur pemusnahan arsip dan penyerahan 
arsip statis perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip yang 
ditetapkan oleh Gubernur selaku pimpinan pencipta arsip 
pada pemerintah daerah provinsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur 
tentang Panitia Penilai Arsip Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 
Retensi Sekurang-kurEuignya 10 (sepuluh) Tahun; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5071); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta Tahun 2017 Nomor 502, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5006); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Pengorganisasian Kearsipan Daerah (Berita Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RETENSI 
SEKURANG-KURANGNyA 10 (SEPULUH) TAHUN. 

KESATU 	: Menetapkan Panitia Penilai Arsip Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun dengan 
susunan keanggotaan sebagai berikut: 

a.  Ketua merangkap : Kepala 	Dinas 	Perpustakaan 	dan Anggota Kearsipan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

b.  Anggota (Pimpinan : Kepala 	Badan 	Perencanaan 
Unit Pengolah Arsip) Pembangunan Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 

c.  Anggota : Arsiparls atau pengelola arsip pada 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi 	Daerah 	Khusus 	Ibukota 
Jakarta dan/atau Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 



Ditetapkan di Jakarta 
a.tanggal 9 Agustus 2022 
nriti°,  

GUB 	tIR DAERAH KHUSUS 
KOTA JAICARTA 

S SYI BASWEDAN 
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KEDUA 	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Tembusan: 

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Plh. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda 

Provinsi DKI Jakarta 
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda 

Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
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